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(E) Isi:

Indonesia adalah negara hukum dan perwujudan negara hukum itu sendiri
adalah terjaminnya kepastian hukum itu sendiri di Indonesia. Terdapat teori
jenjang norma hukum (Stufentheorie) menurut Hans Kelsen, yaitu
hakikatnya suatu norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis
dalam suatu hierarki tata susunan di mana suatu norma yang lebih rendah
berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Akan tetapi,
terdapat ketidaksinkronan norma antara PerPres Nomor 55 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros,
Sungguminasa, dan Takalar yang menetapkan kawasan Centre Point of
Indonesia (CPI) sebagai Kawasan Strategis Nasional, tetapi PerDa No 9
Tahun 2009 Sulawesi Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kawasan Centre Point of Indonesia
(CPI) sebagai Kawasan Strategis Provinsi. Bagaimana sinkronisasi antara
peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pemberian izin
reklamasi pantai Barat Makassar Centre Point of Indonesia (CPI) wilayah
Sulawesi Selatan? Penulis menggunakan metode hukum normatif dan
menggunakan data wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian
mengungkap bahwa berdasarkan dasar hukum, asas hukum, dan teori
hukum terdapat peraturan perundang-undangan yang menimbulkan
ketidakpastian hukum karena saling tumpang tindih. Setelah melalui proses
sinkronisasi peraturan perundang-undangan maka dapat ditarik kesimpulan
pihak yang berwenang untuk memberikan izin reklamasi adalah
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
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